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PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Selama bertahun-tahun Yayasan telah hidup di kalangan masyarakat Indonesia 
sebagai hukum yang hidup (living law)1 meskipun pada saat itu sampai dengan berlakunya 
peraturan perundang-undangan Yayasan masih mencampur adukkan Yayasan sebagai 
institusi sosial dan bisnis. Menurut Herlien Budiono:2 
“Kendati keberadaan Yayasan tidak memunyai peraturan perundang-undangan yang 
melandasinya, Yayasan mulai dikenal dan diakui keberadaanya sejak abad kesembilan 
belas di Nederland yang selanjutnya masuk ke Indonesia semasa zaman Hindia Belanda.” 
Keberadaan lembaga Yayasan sudah kita kenal jauh sejak pemerintahan Hindia 
Belanda yang pada waktu itu kita kenal dengan nama “Stichting”. Pada waktu itu Yayasan 
dipergunakan oleh para pendirinya sebagai wahana untuk melakukan kegiatan sosial.3 
Menurut J.J Dormeirer di dalam buku Chidir Ali, Yayasan adalah suatu harta atau 
kekayaan, yang dipergunakan untuk suatu maksud yang tertentu.4 
Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan sudah banyak Yayasan yang didirikan 
yang akta pendirian maupun akta perubahan Anggaran Dasarnya dibuat oleh/atau 
dihadapan notaris. Yayasan yang demikian pada waktu itu hanya mendasarkan pada 
kebiasaan, pendapat para ahli (doktrin) dan yurisprudensi serta demi hukum Yayasan yang 
demikian dianggap sebagai badan hukum. Rido mengemukakan bahwa untuk dapat 
dikatakan sebagai badan hukum suatu Yayasan harus memenuhi unsur-unsurnya yaitu : 
“Mempunyai harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan, 
mempunyai tujuan Sendiri (tertentu), dan mempunyai alat perlengkapan.5 
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Selama ini juga yayasan diakui hanya berdasarkan kebiasaan masyarakat6. 
KUHPerdata sendiri telah menggunakan istilah yang mengandung pengertian “Yayasan” 
sebagaimana ditemukan pada beberapa pasal, seperti pada:7 
 Pasal 365 KUHPerdata. 
 Pasal 899 KUHPerdata. 
 Pasal 900 KUHPerdata. 
 Pasal 1680 KUHPerdata. 
 Pasal 1852 KUHPerdata. 
 Pasal 1954 KUHPerdata. 
yang dimaksud dengan istilah-istilah di dalam pasal-pasal tersebut adalah Yayasan, 
tetapi KUHPerdata tidak mengaturnya lebih lanjut.8 
Dikarenakan tidak ada satupun Undang-Undang yang mengatur keberadaan Yayasan 
dengan tegas, maka berdirinya Yayasan pada waktu itu juga dapat dilakukan dengan bebas, 
artinya pendiriannya dapat dilakukan berdasarkan akta Notaris maupun akta dibawah 
tangan.9 
Karena belum adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang Yayasan pada 
waktu itu, sebagai akibatnya adalah, apabila timbul masalah baik yang bersifat intern 
maupun yang bersifat extern akan mengalami kesulitan dalam hal penyelesaian masalah 
tersebut. Masalah yang bersifat intern misalnya Yayasan yang semula mempunyai tujuan 
yang bersifat sosial dan kemanusiaan dapat dengan mudah dibelokan untuk tujuan mencari 
keuntungan diri sendiri dengan berkedok sosial dan sebagai akibatnya sering adanya 
masalah diantara para pengurus Yayasan yang saling memperebutkan aset Yayasan yang 
seolah-olah aset tersebut dapat diperebutkan diantara mereka, sampai diantara mereka 
saling mencari posisi untuk saling mendepak keluar dari Yayasan, dengan maksud agar 
mereka dapat dengan mudah menguasai Yayasan tersebut yang berarti memiliki asetnya. 
Demikian juga masalah yang bersifat extern misalnya adanya permasalahan antara 
Yayasan dengan pihak lain yang melakukan hubungan hukum.10  
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Belum adanya aturan yang jelas mengatur keberadaan Yayasan pada waktu itu, juga 
mengakibatkan adanya kesulitan yang dialami baik oleh Yayasan maupun para pengambil 
keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul yang berhubungan dengan 
Yayasan. Oleh karena itu, maka pemerintah merasa perlu untuk membuat aturan-aturan 
yang jelas terhadap lembaga ini, agar para pendiri Yayasan pada khususnya maupun 
masyarakat pada umumnya dapat mengetahui secara jelas pula tentang pengertian, 
kedudukan, fungsi, Organ dan hak serta kewajiban masing-masing Organ didalam Yayasan 
dan dari kenyataan ini maka pada tanggal  6 Agustus 2001 lahirlah untuk pertama kali 
Undang-Undang yang mengatur tentang Yayasan yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 
2001 tentang Yayasan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132 (selanjutnya disebut “UU 
Yayasan”) yang berlaku secara efektif mulai tanggal 6 Agustus 2002, dan Perubahannya 
dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 155; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) selanjutnya 
disebut “Perubahan UU Yayasan”, yang di undangkan tanggal 6 Oktober 2004 dan berlaku 
secara efektif mulai tanggal 6 Oktober 2005. Kemudian, ditindaklanjuti dengan peraturan 
pelaksanaanya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 (Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4894) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5387), dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 
2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan 
Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar 
dan Perubahan Data Yayasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) 
diundangkan pada tanggal 25 Januari 2016. Berdasarkan peraturan perundang-undangan 
tersebut eksistensi Yayasan telah diatur dengan jelas dan tegas dan mempunyai dasar 
hukum yang kuat. 
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 
Yayasan disebutkan, bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang 
dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan 
dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat didirikan oleh satu orang 
perseorangan maupun badan hukum, dengan memisahkan sebagian harta kekayaan 
pendirinya, sebagai kekayaan awal. 




- Yayasan yang lahirnya sebelum UU Yayasan. 
- Yayasan yang lahirnya setelah berlakunya UU Yayasan. 
Terhadap Yayasan yang lahirnya setelah berlakunya UU Yayasan dengan jelas dan tegas 
telah diatur didalam Undang-Undang tersebut, artinya tata cara pendiriannya, status badan 
hukum yayasan serta organ dan kewenangannya masing-masing telah jelas diatur, sehingga 
terhadap Yayasan tersebut harus mengikuti ketentuan-ketentuan didalam UU Yayasan 
tersebut. Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah bagaimana terhadap Yayasan yang 
lahirnya sebelum berlakunya UU Yayasan, status badan hukumnya yang semula dimiliki 
bersamaan dengan lahirnya Yayasan, apakah sekarang masih juga memerlukan 
permohonan pengesahan atau dengan sendirinya tetap berstatus sebagai badan hukum. Atas 
permasalahan ini, Undang-Undang Yayasan telah mengantisipasinya, dan jawabannya ada 
didalam Pasal 71 Undang-Undang Yayasan. Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang nomor 28 
tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang 
Yayasan, menyebutkan: 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah: 
a. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita 
Negara Republik Indonesia, atau 
b. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai ijin melakukan kegiatan dari 
instansi terkait; 
Tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 
3 (tiga) tahun semenjak mulai berlakunya Undang-Undang ini, Yayasan tersebut 
wajib menyesuaikan Anggaran Dasarya dengan ketentuan Undang-Undang ini. 
Dari ketentuan tersebut, berarti bagi Yayasan-Yayasan yang sudah ada sebelum 
Undang-Undang Yayasan yang telah memenuhi salah satu syarat tersebut diatas, tetap 
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diakui sebagai badan hukum, dengan syarat bahwa Yayasan tersebut wajib untuk 
menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun 
semenjak berlakunya Undang-Undang ini, berarti selambat-lambatnya 6 Oktober 2008. 
Lalu setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Pasal 71 ayat (3) harus Melaporkan 
kepada Menteri, selambat-lambatnya satu tahun setelah dilakukannya penyesuaian. 
Terhadap Yayasan-Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya UU Yayasan, setelah 
keluarnya UU Yayasan, maka Yayasan dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu :
12
 
1. Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum. 
2. Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum. 
Dari pengelompokkan ini, sebagai akibatnya adalah timbulnya kewajiban dan status yang 
berbeda pula antara kedua kelompok Yayasan tersebut.  
Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001, semua Yayasan yang 
ada dan yang akan ada harus tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-undang, 
sehingga dengan berlakunya UU Yayasan tersebut dibedakan menjadi :13 
a. Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melaksanakan 
kewajiban-kewajibannya untuk melakukan penyesuaian dan pemberitahuan 
kepada Menteri 
b. Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum tetapi belum pernah melakukan 
penyesuaian terhadap UU Yayasan.  
c. Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melakukan 
penyesuaian terhadap UU Yayasan, tetapi belum memberitahukan kepada 
Menteri.  
d. Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum. 
Terhadap Yayasan yang diakui sebagai badan hukum dan belum pernah melakukan 
penyesuaian terhadap Undang-Undang Yayasan, sampai dengan tanggal 6 Oktober 2008, 
maka terhadap Yayasan-Yayasan ini menerima akibat sebagaimana diatur di dalam 
ketentuan Pasal 71 ayat (4), yaitu tidak boleh menggunakan kata “Yayasan” didepan 
namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Pengadilan atas permohonan 
Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. 
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Demikian juga Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melakukan 
penyesuaian tetapi belum melaporkan kepada Menteri, terhadap Yayasan ini menerima 
akibat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 39 PP nomor 63 tahun 2008, yaitu 
tidak boleh menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan harus melikuidasi 
kekayaanya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 68 Undang-Undang. 
Pada saat ini yang menjadi masalah ialah, masih banyak Yayasan-Yayasan yang 
masuk kategori seperti itu dan belum melakukan suatu kegiatan sebagaimana diharuskan 
oleh Peraturan Perundang-undang, tetapi tetap melakukan kegiatan seolah-olah tidak ada 
kewajiban yang harus dilakukan dan resiko yang muncul akibat kegiatan yang dilakukan 
tersebut.  
Permasalahan-permasalahanpun timbul, karena dengan keluarnya UU Yayasan 
kemudian banyak Yayasan-Yayasan yang menjadi tidak berbadan hukum, dan selanjutnya 
apakah Yayasan-Yayasan yang belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya dapat 
melakukan perbuatan hukum, dan apakah perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan 
tersebut dapat dikatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum 
Yayasan, karena berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 71 ayat (4) apabila dalam 
6 Oktober 2008 Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya UU Yayasan, Yayasan yang 
tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  tidak dapat menggunakan 
kata “Yayasan” lagi di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan 
Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. 
Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya UU Yayasan, yang pada saat Yayasan 
didirikan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri, dan status badan hukumnya melekat pada 
saat Yayasan tersebut didirikan tanpa ada aturan yang mengatur bahwa Yayasan untuk 
memperoleh status badan hukum harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan 
HAM dahulu adalah Menteri Kehakiman, maka apakah status badan hukum Yayasan yang 
semula telah melekat pada Yayasan tersebut pada saat Yayasan didirikan apakah dengan 
keluarnya UU Yayasan, Yayasan tersebut harus memperoleh pengesahan dari Menteri 
Hukum dan HAM atau dengan sendirinya tetap masih menjadi badan hukum. Karena 
berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 
menyatakan : 
 “Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari 
Menteri”. 
Berdasarkan ketentuan tersebut bagaimanakah status Yayasan yang didirikan sebelum 
lahirnya UU Yayasan dan kapankah Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya UU 
Yayasan dapat dikatakan eksis dan absah dalam melakukan perbuatan hukum.  
Permasalahan-permasalahan tersebut dicoba untuk dijawab dengan keluarnya 
Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008, yang didalam kenyataanya jawaban tersebut 
belum dapat menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang dihadapi oleh Yayasan-
Yayasan yang dimaksud. Menghadapi kenyataan ini, pemerintah merasa perlu untuk 
membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi Yayasan-Yayasan tersebut dengan 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013. Dengan perkataan lain, bahwa 
lahirnya Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan 
Pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan 
ini memberi jawaban dan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi Yayasan-Yayasan.  
Permasalahan barupun timbul dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 
Tahun 2013. Yang menjadi pertanyaan penulis adalah apakah ketentuan dalam PP no 2 
tahun 2013 merupakan perpanjangan jangka waktu untuk melakukan penyesuaian atau 
meniadakan ketentuan mengenai jangka waktu penyesuaian yang ditetapkan dalam Pasal 
71 UU Yayasan. Jika jawabannya untuk memperpanjang jangka waktu penyesuaian yang 
ditetapkan dalam Pasal 71 UU Yayasan, yang menjadi pertanyaan selanjutnya apakah 
suatu peraturan yang lebih rendah (PP) dapat mengeyampingkan atau merubah ketentuan 
yang terdapat dalam peraturan yang lebih tinggi (UU). Hal itu harus kita pikirkan bersama 
agar akta yang akan dibuat oleh Notaris tidak menimbulkan persolan baru. 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perlu dilakukan 
penelitian guna mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan notaris khususnya 
mengenai “BATAS PENYESUAIAN DENGAN UNDANG-UNDANG YAYASAN 
BAGI YAYASAN YANG DIAKUI SEBAGAI BADAN HUKUM UNTUK YAYASAN 
YANG DIDIRIKAN SEBELUM UNDANG-UNDANG” 
 
